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Abstrak

Hampir semua rakyat mengerti dan paham
akan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945
tersebut. Schingpa wajar pula, Negara mendapat
hak untuk berlaku apa saja terhadap kekayaan alam
bangsa ini atas nama kemakmuran rakyat. Ini yang
menjadi dasar mengapa sektor pertambangan perlu
diatur dan dikelola pula dalam sebuah peraturan
Khusus. Dengan menggunakan metode penelitian
hukum Normmatif, maka penulis mencoba untuk
menjawab permasalahan yang penulis angkat.

Prosedur serta Syarat-Syarat Pemberian Izin
Usaha Pertambangan Khusus Menurut Undang-
Undang Nomor4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan
Batubara adalah setiap Badan Usaha yang akan
melakukan usaha pertambangan khusus, harus
mendapat Izin Usaha Pertambangan Khusus
(TUPK) dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral. Badan Usaha
yang dapat mengajukan permohonan IUPK antara
lain: Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha
Milik Daerah dan Badan Usaha Swasta. Pemohon
IUPK dapat mengajukan TUPK setelah ditetapkan
sebagai pemenang Wilayah Izin Usaha
Pertambangan Khusus (WIUPK) melalui proses
lelang. Ada dua jenis JUPK yang diajukan oleh

pemohon yaitu IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi
Produksi.

Penyebab Terjadinya Penghentian Sementara
Kegiatan Pertambangan Khusus adalah: a.
Keadaan kahar (bahasa Perancis: force majure
yang berarti "kekuatan yang lebih besar ") adalah

suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan

dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya,
b. Keadaan yang menghalangi sehingga

-_—

1. Penulis adalah Dosen Tetap Yayasan STIHPADA, dengan
NIDN. 0225037101

2. Penulis adalah Dosen Tetap Yayasan STIHPADA, dengan
NIDN. 0211048102
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Asbtrak.

Hukum kesehatan termasuk hukum "lex
specialis", melindungi secara khusus tugas profesi
keschatan (provider) dalam program pelayanan
keschatan manusia menuju ke arah tujuan deklaras:
"health for all" dan perlindungan secara khusus
terhadap pasien "receiver" untuk mendapatkan
pelayanan kesehatan. Penelitian ini  bertujuan
untuk mengetahui bagaimana akibat hukum
terkait ganti rugi dari tanggung jawab perdata
atas kelalaian rumah sakit dalam pelayanan
keschatan. Hasil penelitian ini yaknit Gant1 rugi
berdasarkan gugatan akibat perbuatan melawan
hukum lebih memberi keadilan bagi pasien
maupun kelurganya yang menderita akibat
kelalaian oleh tenaga kesehatan karena dapat
menuntut ganti rugi materiill maupun imateriil,
sedangkan bila berdasarkan wanprestasi maka
tuntutan ganti rugi hanya dapat mengganti
kerugian materiil saja.

Kata Kunci: Ganti Rugi, Hukum Perdata,
Pelayanan Rumah Sakit.

Asbtract.

Health law including the law "lex specialis",
specifically protects the duties of health
professionals (providers) in human health service
programs towards the goal of the declaration of
"health for all" and specifically protects patients
"receivers" to obtain health services. This study
aims to find out how the legal consequences of
compensation from civil liability for hospital
negligence in health services. The results of this
study are compensation based on lawsuit due to
acts against the law giving more justice to patients
and their families who suffer from negligence by
health workers because they can demand material
and immaterial compensation, whereas if based

on default, compensation claims can only replace
material losses.

I. Penulis adalah Dosen Tetap Univ PGRI Palembang,
srihusnulwati0S@gmail.com.

Ganti Rugi Dari Tanggung ... ( Sri Husnulwati )

Kevwords: Compensation, Civil Law, Hospital
Services.,

A. Pendahuluan.

Rumah sakit sebagai organisasi badan usaha
di bidang keschatan mempunyai peranan penting
dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat
secara optimal.2 Rumah Sakit dalam Undang-
Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
adalah institusi pelayanan keschatan yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan
perorangan secara paripuma yang menyediakan
pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat
darurat. Pelayan keschatan panpurna adalah
pelayanan kesehatan yang meliputi promotif,
preventif, kuratif dan rehabilitasi. Anggaran dasar
Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia
(Persi) BAB I Pasal 1 menyebutkan, "Bahwa
Rumah Sakit adalah suatu sarana dalam mata
rantai sistem kesehatan nasional vang
mengemban tugas pelayanan kesehatan untuk
seluruh masyarakat".3 Kamus Besar Bahasa
Indonesia mendefinisikan bahwa Rumah Sakit
adalah, "Gedung tempat merawat orang sakit
atau gedung tempat menvediakan dan
memberikan pelayanan Kesehatan vang
meliputi berbagai masalah Kkesehatan".s
Dengan demikian, Rumah Sakit adalah tempat
untuk menyelenggarakan salah satu upaya
kesehatan, yaitu upaya pelayanan kesehatan
(health services).5

Rumah Sakit merupakan tempat bekerjanva
para tenaga profesional yang melaksanakan
kegiatannya berdasarkan lafal sumpah dan kode
etik profesinya. Oleh karena itu Rumah Sakit
dituntut agar mampu mengelola kegiatannya,
dengan mengutamakan pada tanggungjawab para
profesional di bidang kesehatan, khususnya tenaga
medis dan tenaga keperawatan dalam menjalankan
tugas dan kewenangannya.6 Setiap tenaga
kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit harus
bekerja sesuai dengan standar profesi, standar
pelayanan Rumah Sakit, dan standar prosedur

2. Setya Wahyudi, 2011, Tanggung Jawab Rumah Saki
Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Keschatan
dan Implikasinya, Jumal Dinamika Hukum Universitas
Jendral Soedirman Vol. 11 No. 3, hal. 486.

3. Endang Kusuma Astuti, 2009, Transaksi Terapeunk
Dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit. Bandung,
PT CitraAditya Bakti, hal. 51.

¢. Amir llyas, 2014, Pertanggungjawaban Pidana Dokter
dalam Malpraktik Medik di Rumah Sakit, Yogyakarta,
Rangkang Education dan Republik Institute, hal. 9.

5. Endang Kusuma Astuti, Loc. Cit.. hal. 2.

6. Setya Wahyudi, Loc, Cir,, hal. 348.
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